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NOMOR %> TAHUN 2018
TENTANG
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BUPATI BOALEMO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja

_Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemermtah
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Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu
dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi
pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan"
Sekretariat Daerah, maka perlu mertibah Peraturan Bupati

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
- Bupati' Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati |
 Boalemo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan ‘Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja |
Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo; '




Mengingat

=L

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, -

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repliblik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

'_ Negara Républik Indonesia Nomor 3851};
. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
:Pembe'ntukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonema Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan“'
Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaumana telah- diubah

* dengan Undang-Undang Nomor 10 _Tahun_.2000 Tcnta_n_g--

Perubahan atas Undang-Undang Nbrxi’or'.-ISO__ Tahun 1_99_9.

- Tentang Pembentukan Kabupaten Boaleto (Lembaran

Negara Republik Indonesié Tahun = 2000 Nomor 77 -

| | Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3965),

Undang—Unda_ng Nomor 38 . Tahun 2000 tentang f
Pembentuka_n Provinsi . Gorontalo '(Lembé.ran_ Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor _-'25_8, Tambahaﬁ_
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4060); -
_Uﬁdangﬂhdahg Nomor. 23 ~Tahun '201_4'_ te'ntarig

_ 'Pemerintahan Daerah - (Lembaran -Negara "'.Republil_{ L

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambaham Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
“telah diubah d-engan Undan'g—Undang N'omor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 -
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ B
- Indonesia Nomor 5679); .
Peraturan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang:
”Perangkat Daerah (Iﬁmbaran Negara Repubhk Indonema .
Tahun 2016 ‘Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara-_

Republik Indonesia Nomor 5887);

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor
112 - Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit - Ker;]a"

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;




‘Menetapkan :

Peraturan Daerah Nomor -5 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah  Kabupaten Boalemo | Tahun 2016 Nomor 5, _
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boaléino Nomot
302). |

MEMUTUSKAN

' _PERATURAN BUPATI BOALEM_O"I_‘ENTANG PERUBAHAN
' ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 54

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

| SE!SRETAR.IAT_ DAERAH KABRUPATEN ﬂom_muq

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang |
_Kédudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
_ Daerah Kabupaten Boalemo (Benta Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 599),
d1ubah sebagaJ berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 2 diubah, sehingga keseluruhan -
Pasal 3 berbunyl sebagai bcnkut

~ Pasal 3

" (1) Sﬁsﬁhan'orgénisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
~a. Sekretaris Daerah’ '
b. Asmten Pemerintahan mengkoordlnamkan
1) Bagxan Tata Pem_enntahan, yang terdiri dari :

)

b) .

c)

Sub Bagian Otonomi Daerah;
Sub Baglan Pemerintahan Desa; -

Sub Bag'lan Ket:;asama

) 2). Bagian Hukum dan Organisasi yang terdiri dari :

- a) Suh Bagian Perundang-undangah dan Dokumexitasi-Hﬁkum

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

' c) Sub Bagiaﬁ Organisasi dan Tata Laksana




.........

c. Asisten Perekonomlan dan Pembangunan, mengkoordinasikan :

1

2)

3

1)

9

Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang térdiri dar :

‘a) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana Perekonomian;

b)- Siib Bagian Pényusunan Program dan Pengendahan
Adrmmstram pernbangunan

Baglan Pengadaan Barang/Jasa yang terdm._dan :

&) Sub Bagian Périgélolsan Péngadaan Barang/Jasa ;

b) Sub - Bagian Pengelolaan Layana.n Pengadaan ‘Secara |
Elektronik; -

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Baratig/Jasa. .

Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;

'b) Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Adat Istiadat;
Asistéri Adiinistrasi Uniitim méngkoordiniasikan :
‘Bagian Kcuangan, yang terdiri dari :
- a) Sub Bagjan Veérifikasi dan Pérbéndaharaat;

b) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;

-a) Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Uriisan Ruimah Tangga;

c) Sub Bagian Perlengkapan;

Bagian Sekretariat KORPRI terdiri dari :

a) | Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;

| b] Sub Bagian Pembinaan Profesi;

| ¢} Sub Bag;an Perlindungan Hukum dan Advokas1 o




e. . Staf ahli bldang Pemerintahan, Hukum dan Pohtlk
f.  Staf ahli bidang Ekonomi, Kcuangan dan Pembangiinan;
g. Staf a.hh bldang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
) Baglan dlp]IIlp]Il oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan
bcrtanggun.awab kepada Sekretans Daerah.
~ (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang berada dan
bertanggun’awab kepada Kepala Bagian dan Sekretans Daerah. '
4 Kclompok Jabatan Fungsmnal Kelompok Jabatan Fungsional yang
_ mernpunya1 kompetenm dan kemampuan sesuai bidangnya. '
{5). Struktur Orgamsa51 Sekretanat Daerah sebagaunana tercantum dalam.

lamplran Peraturan Bupatl ini.

-2.. Ketentuan pasal 32, 33, '34, 3_5-:dan 3‘.6 diubah, sehihgga.berbun’ji sebagai -
berikut : | | L '.

| Pasal 32
- Bagian Pengadaan Barang dan 'JaSa terdiri dari :
a Sub Baglan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, |
b. Sub Baglan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara EIektromk

.. Sub Bagian Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

| | Pasal 33

1) Baglan Pengadaan Barang/Jasa mempunyal tugas membantu Asisten
Perekonomian ‘dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas Sekretaris
Daerah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; .

2y Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dnnaksud pada ayat (1), Bag:lan :
Pengadaan Barang/ Jasa mcnyelenggarakan fung31

a. .Memunpm dan merencanakan pengelolaan strategi pengadaan o

- :barang/Jasa - _
b.- 'Merenca.nakan operasmna] pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

¢. Mengevaluasi dan memantau kegiatan pengadaan barang/jasa;




(1)

)

" Merencanakan pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara
elektronik; |

Mengembéhgkan sistem Infomfiasi di lingkungan Unit - Kelj'a :

Pcngadaan Barang/Jasa

_ Merencanakan pengclolaan informasi pengadaan Barang/Jasa;
_ Mcrencanakan dan memfasilitasi pembmaan sumber daya manusia
_pengadaan Barang/Jasa; '

| Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan

UKPBJ;
Melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan

“teknis pengadaan Barang/Jasa;

-"Mengevaluam dan menilai hasil kerja staf;

'_melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebaga1
- dasar penilaian kinerja;

. - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlberlkan oleh atasan;

Pasal 34

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas

membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan

- kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan

fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; |

b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

¢. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;

d. Melaksanakan persiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan
beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi 'yang
dibutuhkan;

e. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. '_'-Merencanakan kegiatan penyusunan dan pengclolaan katalog

' elektronik lokal/sektoral;




w

(2)

g. Membéntu_ perencanaa - dan pengelolaan kontrek pengadaan

barang/jasa pemetintah;

~h. Memantau dan n__lengevaluhsi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

i melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ keg1atan kepada atasan sebagai

- dasar penilaian k:ulega

- j. . melaksanakan tugas kedmasan lamnya yang dxbenkan oleh atasan,

|
}_
Pasal 35

Sub Bagian Pengelolaan' Layanan Pengadaan Secara Elektronik |

mempunyal tugas membantu Kepala Bagian- Pengadaan Barang/Jasa® =

dalam melaksanakan keglatan Pengelolaan layan_ar_l_ pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik;

| _
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] Sub

'Baglan _Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektron_lk_-_ '

menyelenggarakan fungsi : . _ _
a. Melaksanakan pengelolaan seluruh 31stem mforma31 pengadaan:

barang/ jasa. (termasuk akun pengguna 81stem pengadaan secara

_elektronik) dan mﬁasmﬂctszya,

o | o
b. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/ Jasa pemerintah secara

E elektromk

- C. '_Memfasﬂltasa pelaksanaan reglstra51 dan venﬁkam pengguna seluruh

sistem informasi pengadaan barang/jasa;

d. __'Mengldentlﬁkasy ‘kebutuhan  pengembangan sistem informasi

pengadaan barang/jasa;
e. Merencanakan kegiatan pengembangan 31stem mforma31 yang
dibutuhkan oleh UKPBJ; '

f.° Melaksanakan kegiatan pelayanan mformas1 pengadaan barang/ jasa

: pemermtah kepada masyarakat luas;
g ~ Melaksanakan pengelolaan informasi  kontrak - dan informasi.

manajmcn barang/jasa ] hasil pengadaan,




(1)
-mempunyai - tugas Membantu tUgas Kepala Bagiain' Pengadaan

Ch Menyelenggarakan fasﬂltam implementasi standarisasi layanan

‘h. Memeriksa dan mengevaluasi hasil ketja staf;

i melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kcglatan kepada atasan =~ o

| sebagau dasar penﬂalan kmcxja

.........

o atasan

Pasal 36

Sub . Bagian = Pembinaan dan Advokasi Péngadaan - Barang/Jasa

' Barang/Jasa dalam melaksanakan kcglatan pembmaan Advokasi dan

pendampmgan, konsultasi. dan blmbmgan_ teknis Pengadaan ._

' Barang/ Jasa;

@

Untuk melaksanakan tugas sebagannana dJmaksud pada ayat (1), Sub

"Baglan Pembinaan Sumber Daya Manus:a dan Advokam Pengadaan_ -

Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

:- a. 'Merencanakan kegiatan pembmaan bag1 para . pelaku pengadaan S o

_ba_rang/ jasa ~pemerintah, - terutama para. pengelola pengadaan

-barang/] Jjasa dan personel UKPBJ

b :Melaksanakan kegiatan mana]emen pengetahuan pengadaan' B

3 barang/ jasa; . _
c. Merencanakan kegnatan pembmaan hubungan dengan para

y pcmangku kepenhngan,

' d Melaksanakan: pengelolaan dan pengukuran tlngkat kematangan

'UKPBJ ;
e. .Melaksaflakan analisis beban kerja UKPBJ.' '
| Melaksanakan pengelolaan persoml UKPBJ o _ |
g. Mercncanakan kegxatan pengembangan 31stem msent;f personcl o
'UKPBJ; '

pengadaan secara elekromk




i Menyelenggarakan' --.pengek')Iaan_ dan dan pengukuran :.ki_nér_ia.t B
péngadaan barang/ jésa pemeriritah;

i _Melaksanakan blmbmgan teknis, pendampmgan dan/atau
konsultam proses pengadaan barang/jasa pemermtah dilmgkungan
'Kabupaten dan Desa; . |

k. Melaksanakan b1mb1ngan teknis, pendampingan d:ai;/atau '

| konsultasx penggunaan seluruh sistem informasi bafaing/jasa"’ |

pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, c-monev, SIKaP;

_ 'dan _

1. Membenkan layana.n penyelesaian sengketa mela_h.u med1a31

m.. mengevalua31 dan memeriksa hasil kerja staf;

B

| 'melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ keglatan kepada atasan sebaga:l o
dasar penﬁaJa.n kinerja; '

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnyz_i yahg dibeﬁkan oleh atasan;

| | . Peam
'Peraturah_ Bupati ini mulai b'e_rlaku sejak tanggal diundangkan.

. Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Dltetapkandl'f‘ﬂamuta

(BERITA DAERAH ATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 728 )
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